
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.248, 2018 PEMERINTAH DAERAH. Pinjaman Daerah. 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279). 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 56 TAHUN 2018 

TENTANG 

PINJAMAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 

302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PINJAMAN DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau 

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali. 

2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh 

Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pemberi 

pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali 

dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa 

berlakunya. 

3. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan 

melalui utang yang diperoleh Pemerintah Pusat dari 

pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu 

perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat 

berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan 

persyaratan tertentu. 
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4. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan 

tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat 

dan pemberi pinjaman dalam negeri. 

5. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan 

tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah Pusat 

dan pemberi Pinjaman Luar Negeri. 

6. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah 

kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan 

pemerintah daerah mengenai penerusan Pinjaman 

Dalam Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat. 

7. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah 

kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pusat dan 

pemerintah daerah mengenai penerusan Pinjaman 

Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat. 

8. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang 

dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala 

Daerah.  

9. Penerusan Pinjaman adalah Pinjaman Luar Negeri 

atau Pinjaman Dalam Negeri yang diterima oleh 

Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada 

Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah yang harus dibayar 

kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 

10. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang 

ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum 

di pasar modal. 

11. Kepala Daerah adalah gubernur atau bupati/wali kota. 

12. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat 

LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa 

keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara 

langsung. 

13. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya 

disingkat LKBB adalah lembaga atau badan 

pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang 

keuangan yang secara langsung atau tidak langsung 

menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat 

berharga dan menyalurkan kepada masyarakat 
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terutama untuk membiayai investasi pemerintah 

pusat/pemerintah daerah atau swasta. 

 

Pasal 2 

(1) Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. 

(2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif 

pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang 

diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 3 

Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: 

a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. transparan; 

c. akuntabel; 

d. efisien dan efektif; dan 

e. kehati-hatian. 

 

Pasal 4 

(1) Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung 

kepada pihak luar negeri. 

(2) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas 

pinjaman pihak lain. 

(3) Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat 

dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. 

(4) Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah 

beserta barang milik daerah yang melekat dalam 

kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan 

Obligasi Daerah. 

 

Pasal 5 

Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah 

kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari 
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Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran. 

 

Pasal 6 

(1) Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas 

maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah masing-masing daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 paling lambat bulan Agustus untuk 

tahun anggaran berikutnya. 

(2) Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atas 

pelampauan batas maksimal defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

ketentuan tidak melebihi batas maksimal jumlah 

kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 

Pasal 7 

(1) Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk 

mengembalikan Pinjaman Daerah ditetapkan paling 

sedikit 2,5 (dua koma lima). 

(2) Ketentuan mengenai perubahan nilai rasio 

kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(3) Perubahan nilai rasio kemampuan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan mempertimbangkan perkembangan 

perekonomian nasional dan kondisi keuangan daerah. 

 

Pasal 8 

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian atas 

defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

provinsi dengan berdasarkan batas maksimal jumlah 

kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing 
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